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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki sumber daya alam yang 

melimpah. Pengertian sumber daya alam tercantum dalam  Pasal 1 ayat UU No. 

32 tahun 2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup, 

sumber daya alam adalah  unsur  lingkungan    hidup  yang  terdiri  atas sumber  

daya  hayati  dan  non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan 

ekosistem. Sumber daya alam  hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang 

terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam  hewani 

(satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan 

membentuk ekosistem. 

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai 

kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan dan pembangunan nasional, oleh 

karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan 

masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya untuk sekarang dan di 

masa yang akan datang.1 

Unsur-unsur sumber daya hayati dan ekosistemnya saling tergantung 

antara satu dengan yang lainnnya, dan pemanfaatannya akan 

                                                           
1 Daud Silalahi,  1992, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan 

Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 54. 
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saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu 

daripadanya akan berakibat terganggunya ekosistem, untuk itu diperlukan 

pengaturan pemanfaatannya dan perlindungan ekosistemnya.2 

Berbicara tentang sumber daya alam hayati Indonesia dikenal sebagai 

negara yang memiliki berbagai macam sumber daya alam hayati terutama sumber 

daya alam hewani (satwa). Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau 

sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia. Di perkirakan ada 515 jenis 

mamalia dan 1539 jenis burung hidup di Indonesia serta sebanyak 45% ikan di 

dunia hidup di Indonesia.3 

Satwa-satwa tersebut tersebar di seluruh pulau di Indonesia bahkan 

Indonesia mempunyai banyak satwa endemik yang hanya ada di Indonesia. 

Jumlah satwa endemik Indonesia ada 259 jenis mamalia, 384 jenis burung dan 

hewan ampibi sebanyak 173. Disisi lain banyak dari satwa liar tersebut yang 

terancam punah yaitu 184  jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil serta 32 

jenis ampibi. Penyebab dari terancam  punahnya satwa tersebut adalah rusaknya 

habitat satwa serta perdagangan illegal satwa liar.4 Eksploitasi besar-besaran 

terhadap sumber daya alam hayati khususnya satwa liar menjadi mata pencaharian 

utama di beberapa kalangan masyarakat. Hal ini sangat mengkhawatirkan 

mengingat pemanfaatan satwa liar dilakukan hampir setiap hari dengan tidak 

memperhatikan keseimbangan ekosistem.5 

                                                           
2 Ibid  
3 http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia di akses 21 februari 2019 
4 Ibid 
5 Arief Budiman, 2014, “Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”, 
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Perdagangan satwa menjadi masalah serius bagi kelangsungan hidup 

satwa liar terutama satwa yang sudah masuk kedalam daftar satwa yang terancam  

punah. Semakin langka satwa tersebut maka akan semakin mahal juga harganya. 

Nilai ekonomi yang tinggi dari satwa-satwa tersebut baik secara utuh maupun 

bagian-bagian tubuhnya telah mendorong manusia untuk terus melakukan 

perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Perburuaan dan 

perdagangan satwa liar yang dilindungi sudah merupakan kejahatan terhadap 

satwa yang dilakukan secara terorganisir dengan rapi dan memiliki jaringan luas, 

mulai dari tingkat lokal hingga di negara tujuan. Bisnis perdagangan satwa liar 

yang dilindungi merupakan bisnis yang memberikan keuntungan besar tetapi 

dengan resiko yang kecil.6 Contohnya harga untuk satu ekor bayi orang utan 

adalah 551 juta/ekor, gading gajah 27 juta/kg, cula badak 68juta/ons, dan 429 juta 

untuk kulit harimau.7 

Satwa diperjualbelikan baik dalam keadaan hidup untuk dipelihara 

maupun dalam keadaan sudah diawetkan, serta ada juga yang  sudah berupa 

potongan  tubuh atau organ dari satwa itu. Tidak sedikit juga orang-orang yang 

berminat untuk membeli satwa tersebut. Banyak sebab mengapa  hewan langka 

banyak diperjualbelikan ada yang di jadikan sebagai obat, makanan, hiasan 

bahkan ada yang membeli hewan langka hanya untuk mendapatkan prestis atau 

kebanggan memiliki satwa langka. Mirisnya tidak sedikit juga aparat penegak 

                                                                                                                                                               
GEMA, Th.XXVI/48/Februari 2014, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. hlm. 

1378 
6 Fachruddin M Mangunjaya, dkk. 2017. Pengembangan Satwa Langka untuk Keseimbangan 

Ekosistem, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam Majelis Ulama 

Indonesia, Jakarta. hlm.25 
7 https://www.cnnindonesia.com/internasional/20141201165132-130-15043/harga-hewan-langka-

di-pasar-gelap--bagian-i- diakses 21 februari 2019 
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hukum yang seharusnya memberantas perdagangan illegal malah terlibat sebagai 

oknum dalam perdangan illegal tersebut.  

Dari beberapa kasus yang terjadi biasanya perdagangan satwa secara 

illegal cenderung dilakukan secara “online”. Cara ini dilakukan untuk menghidari 

risiko tertangkap oleh aparat penegak hukum. Penjual menggunakan media sosial 

seperti facebook dengan menggunakan akun palsu. Di akun tersebut pedagang 

memasang bermacam-macam jenis satwa, jika ada yang berminat maka 

pembayaran dilakukan dengan cara transfer, setelah menerima uang maka penjual 

akan mengirimkan satwa.  

Maraknya kasus perdagangan illegal hewan langka juga terjadi di Jogja. 

Pada tanggal 10 januari 2018 Satreskrim Polres Bantul menangkap seorang 

penjual satwa langka dengan barang bukti 14 ekor satwa. Pelaku ditangkap saat 

akan melakukan transaksi. Dari hasil penangkapan tersebut polisi menyita 14 ekor 

satwa diantaranya burung cenderawasih, kangguru, kasuari dan beberapa jenis 

burung lainnya.8 Tersangka menjual satu ekor  burung cenderawasih seharga Rp 

12 juta rupiah kepada calon pembelinya. Atas perbuatannya tersebut tersangka 

terancam hukuman 5  tahun penjara dengan denda maksimal Rp 100 juta seperti 

diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selain kasus tersebut juga ada 

kasus yang terjadi masih didalam wilayah Yogyakarta. Sebanyak 12 ekor satwa 

langka disita petugas yang berwenang dari seorang pedagang di Ponoroto, 

Banguntapan 4 Agustus 2017. Modus yang digunakan oleh pelaku adalah dengan 

                                                           
8 https://www.inews.id/daerah/yogya/polres-bantul-bongkar-kasus-perdagangan-satwa-

dilindungi/426593 diakses 21 februari 2019 
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melalui “online” dengan memanfaatkan media sosial yang kemudian dikirimkan 

melalui jasa ekspedisi. Belasan satwa liar tersebut terdiri 10 ekor satwa dilindungi 

yakni lima ekor kucing hutan (Felis Bengalensis), dua ekor jelarang (Ratufa 

bicolor), serta masing-masing satu ekor trenggiling (Manis Javanica), dan elang 

alap-alap (Accipitridae). Dua ekor lainnya tidak tergolong satwa dilindungi 

namun cukup langka yakni seekor landak (Hystrix Sp.) dan garangan Jawa 

(herpestes javanicus). Dari tangan yang sama, petugas juga menyita selembar kulit 

kancil (Tragulus spp).9 Pelaku langsung dibawa ke Polda DIY untuk 

mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menjalani pemeriksaan hukum 

sedangkan satwa yang telah disita itu dibawa ke pusat rehabilitasi satwa Wild 

Rescue Center (WRC) di Kulon Progo.  

Dengan banyaknya kasus tentang perdagangan illegal satwa langka maka 

dibuatkan suatu Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Pasal 21 Ayat (2) yang berbunyi : 

Setiap orang dilarang untuk :  

a.   Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, 

mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam 

keadaan hidup;   

b.    Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan    

satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; 

c.    Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke 

tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; 

                                                           
9 http://jogja.tribunnews.com/2017/08/07/belasan-satwa-langka-disita-dari-pedagang-di-bantul 

diakses 21 februari 2019 
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d.   Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-

bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari 

bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di 

Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; 

e.   Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan 

atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dillindungi 

Serta telah diatur juga ketentuan pidananya yang terdapat dalam Pasal 40 

yang berbunyi: 

(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 

33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah). 

(2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) 

serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun dan denda paling banyak  Rp. 100.000.000,00 (seratus 

juta rupiah). 

(3)  Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran  

       terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) 

dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 

(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta 

rupiah). 
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(4)  Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran  

      terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan 

ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 

(limapuluh juta rupiah). 

(5)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.  

Dari permasalahan tersebut maka penulis ingin melakukan penulisan 

hukum tentang penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang 

dilindungi, seperti diatur dalam Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 

1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang 

diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) seperti diatur dalam Pasal 40 ayat 

(2) dengan melakukan penelitian berjudul “ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Berdasarkan Undang-

Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya”. 
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B. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana  

perdagangan satwa liar yang dilindungi? 

2. Apa peran lembaga konservasi dalam proses penegakan hukum 

terhadap perdagangan satwa liar yang dilindungi? 

C. Tujuan penelitian 

Berdasarkan  rumusan masalah diatas, penelitian hukum ini bertujuan 

untuk : 

1. Untuk memperoleh data tentang bagaimana penegakan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindung. 

2. Untuk memperoleh data tentang bagaimana peran lembaga konservasi 

dalam upaya penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang 

dilindungi. 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun praktis: 

1. Manfaat teoritis 

      Maksud manfaat teoritis adalah bahwa penelitian ini nantinya 

diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

dalam bidang kajian hukum pidana khususnya terhadap kasus 

perdagangan satwa liar yang dilindungi. 
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2. Manfaat praktis 

      Maksud manfaat praktis adalah bahwa penelitian ini nantinya 

diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi aparat  penegak 

hukum agar dapat lebih optimal dalam menegakkan hukum khususnya 

terkait dengan kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi.  

E. Keaslian Penelitian  

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan  ternyata bahwa, 

penelitian hukum dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU 

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG 

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA” 

belum pernah diteliti oleh peneliti lain, sehingga penelitian hukum ini merupakan 

karya asli dan bukan merupakan plagiat atau duplikasi dari penulis lain. Apabila 

dikemudian hari ditemukan karya ilmiah dengan topik yang sama, maka penelitian 

hukum ini diharapkan bisa menjadi pelengkap. Adapun penelitian yang 

mempunyai kesamaan topik “Perdagangan” dengan penelitian hukum ini antara 

lain : 

1. Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak” 

(Studi Kasus Putusan Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks) Nanda Dwi 

Ema B11 12 030 Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar. 

a. Rumusan Masalah : 
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1) Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku 

tindak pidana perdagangan anak dalam Putusan Nomor 

1404/Pid.B/2013/PN.Mks? 

2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada 

tindak pidana perdagangan anak dalam Putusan Nomor 

1404/Pid.B/2013/PN.MKS? 

b. Tujuan penulisan : 

1) Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap 

pelaku tindak pidana perdagangan anak berdasarkan Putusan 

Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks. 

2) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan pada tindak pidana perdagangan anak dalam Putusan 

Nomor 1404/Pid.B/2013/PN.Mks. 

c. Kesimpulan: 

1)  Penerapan hukum  pidana pidana  materiil oleh  Jaksa  Penuntut 

Umum  sudah  tepat  karena  penulis  berpendapat  bahwa  unsur 

Tindak Pidana Perdagangan Orang terbukti yaitu : 

a) Unsur setiap orang; 

b) Unsur "yang  melakukan perekrutan,   penampungan, 

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 

ancaman   kekerasan, penggunaan kekerasan,   penculikan, 

penyekapan, pemalsuan,      penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberi 
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bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari 

orang  yang  memegang  kendali  atas  orang  lain,  untuk  

tujuan mengekploitasi  orang  tersebut  di  wilayah  Negara 

Republik Indonesia". 

2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku 

tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan No. 

1404/Pid.B/2013/PN.Mks.  Menurut penulis sudah sesuai  dengan 

ketentuan  yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP yakni hakim 

dalam menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya berdasarkan dua 

alat bukti dan keyakinan bahwa suatu tindak  pidana itu benar 

terjadi, dan alat bukti dalam kasus ini  adalah berupa keterangan 

saksi dan keterangan  terdakwa sehingga hakim memperoleh 

keyakinan bahwa terdakwa Irma Hariani melakukan tindak pidana 

perdagangan orang tersebut. Serta dengan melihat pertimbangan 

hakim baik yang meringankan   maupun yang memberatkan 

terdakwa.  

2. Judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan 

Orang Di Kota Makassar” Serli Agustin Valentina B11 10 474 

Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar. 

a. Rumusan Masalah  

1) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak 

pidana perdagangan orang di Kota Makassar? 
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2) Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan 

orang di Kota Makassar? 

b. Tujuan Penulisan 

1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana 

perdagangan orang di Kota Makassar. 

2) Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana 

perdagangan orang di Kota Makassar. 

c. Kesimpulan  

            Berdasarkan uraian yang sudah dikemukan maka penulis dapat 

memberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1) Perdagangan orang disebabkan bukan hanya satu faktor tetapi multi 

faktor yaitu lemahnya penegakan hukum, kemiskinan, gaya hidup 

hedonis, urbanisasi, rendahnya kesempatan mengenyam pendidikan 

dan kurangnya lapangan pekerjaan. 

2) Upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang yang dapat 

dilakukan melalui penanaman moral dan spiritual sejak dini pada 

anak untuk menghargai sesame manusia, melakukan pengawasan di 

tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana perdagangan orang 

kemudian menjatuhkan sanksi pidana seberat-beratnya kepada 

mereka sesuai dengan yang ditentukan dalam UU No 21 Tahun 

2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

3. Judul “Upaya Pemberantasan Perdagangan Hewan Ilegal Di Indonesia 

Melalui Kerangka Asean Wildlife Enforcement Network (Asean-
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Wen)” Dimas Aditya W E13112107 Fakultas Hukum Universitas 

Hasanudin Makassar. 

a. Rumusan masalah: 

1) Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam 

pemberantasan perdagangan hewan illegal melalui kerangka 

ASEAN-WEN? 

2) Bagaimana dampak program dan kegiatan ASEAN-WEN terhadap 

upaya pemberantasan perdagangan hewan illegal di Indonesia? 

3) Bagaimana tantangan pemerintah Indonesia dalam menghadapi 

kerjasama ASEAN-WEN dalam pemberantasan perdangan hewan 

illegal? 

b. Tujuan Penelitian 

Dari pertanyaan penelitian yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1) Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan ASEAN-WEN 

dalam pemberantasan perdagangan hewan illegal. 

2) Untuk mengetahui dampak program dan kegiatan ASEAN-WEN 

terhadap upaya pemberantasan perdagangan hewan ilegal di 

Indonesia. 

3) Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia 

dalam menghadapi kerjasama ASEAN-WEN. 
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c. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam skripsi ini 

menyangkut soal pemberantasan perdagangan hewan ilegal di 

Indonesia melalui kerangka ASEAN-WEN maka dapat 

disimpulkan : 

1) Dalam upaya pemberantasan perdagangan hewan ilegal di 

Indonesia melalui kerangka ASEAN-WEN dapat dilalui melalui 

program berupa capacity building, operasi pemberantasan bersama, 

peningkatan kapasitas masyarakat, dan menjalankan kerjasama 

bilateral dengan negara-negara anggota ASEAN-WEN. 

2) Dampak yang diberikan dari program dan kegiatan ASEAN-WEN 

yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia berupa menambah 

wawasan dan pengetahuan bagi para petugas lapangan dan 

masyarakat, penurunan jumlah kasus perdagangan hewan illegal, 

peningkatan jumlah kasus sampai kepada tahap P21 sidang dan 

vonis, penangkapan pelaku perdagangan hewan illegal. 

3) Tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia dalam ASEAN-

WEN berupa kurangnya alat pendeteksi kejahatan perdagangan 

hewan illegal, faktor ekonomi masyarakat, kurang fokus penjagaan 

dipasar dan transportasi, hukuman yang ringan bagi para pelaku, 

dan ppns dan sporc memiliki wewenang terbatas. 
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F. Batasan Konsep  

Batasan konsep dalam penulisan hukum mengenai Penegakan Hukum 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi 

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, meliputi : 

1. Istilah “perdagangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal 

dari kata “dagang” yang berarti pekerjaan yang berhubungan dengan 

menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan, 

sedangkan bila diberi imbuhan “per”dan diberi akhiran “an” maka 

akan menjadi kata “perdagangan” yang berarti perihal dagang;urusan 

dagang;perniagaan.  

2. Pengertian Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan 

atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, 

baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. 

3. Pengertian satwa langka adalah jenis satwa yang sangat sulit dicari 

dan ditemui dialam bebas karena jumlahnya yang sedikit sekali. 

Biasanya jumlahnya kurang dari 10.000 di seluruh dunia. Satwa 

langka pada umumnya termasuk kedalam jenis satwa yang terancam 

punah karena mereka tidak mempunyai kemampuan untuk 

mengembalikan jumlah populasinya secara alami ke jumlah posisi 

semula. 

4. Pengertian satwa yang dilindungi adalah satwa yang berada dalam 

bahaya kepunahan serta populasinya jarang. 
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5. Perdagangan hewan langka diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-

Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya. Pasal ini digunakan apabila terjadi suatu hal 

memperniagakan satwa yang dilindungi baik dalam keadaan hidup 

ataupun mati, memperniagakan bagian dari satwa yang dilindungi, 

memperniagakan telur atau sarang satwa yang dilindungi, maka 

terhadap pelaku perdagangan tersebut dapat di tuntut sesuai pasal 

tersebut. 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis penelitian  

Penelitian hukum / skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum 

normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma – norma hukum positif 

dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai 

penunjang. 

2. Sumber data  

Data sekunder di dalam penelitian hukum normative ini terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer : berupa peraturan perundang – undangan yang 

meliputi :  

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 

Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. 
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- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. 

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.106/Menlkh/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan 

Satwa yang Dilindungi. 

- KUHP 

- KUHAP 

b. Bahan  hukum sekunder berupa : buku – buku literatur hukum, dan 

pendapat hukum dalam literatur, website, dokumen, surat kabar, 

internet dan majalah ilmiah yang berhungan dengan masalah yang 

diteliti. 

c. Bahan hukum tersier berupa : Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

3. Metode pengumpulan data  

Pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

a. Studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder 

dan mempelajari literature perundang – undangan yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti kepustakaan. 

b. Wawancara  

Melakukan wawancara ke lembaga dan instansi yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini 

wawancara dilakukan di 3 tempat yaitu : 
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1. ) Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam Yogyakarta dengan 

narasumber Bapak Widodo selaku Koordinator bagian P3H 

BKSDA Yogyakarta 

2. ) Polda DIY dengan narasumber Bapak Burhanudin selaku 

penyidik bagian Ditreskrimsus Polda DIY 

3. ) Wildlife Rescue Center (Lembaga Konservasi) dengan 

narasumber drh. Irna selaku Dokter Hewan di Lembaga Konservasi 

WRC Kulon Progo. 

c. Metode analisis 

      Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalis secara 

kualitatif artinya dengan memparkan peraturan yang terdapat dalam  

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya sehinggaakan memperoleh suatu 

kesimpulan. 

H. Sistematika Penulisan Hukum 

Sesuai dengan judul penelitian hukum “Penegakan Hukum Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi Berdasarkan 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya”. Maka penulisan hukum ini dibagi dalam 3 Bab 

sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : PEMBAHASAN 

Dalam bab ini, penyusun menguraikan tentang proses penegakan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, 

serta peran lembaga konservasi dalam proses penegakan hukum terhadap 

tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, tinjauan umum 

mengenai penegakan hukum pidana, serta kendala yang dihadapi saat 

melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana 

perdagangan satwa liar yang dilindungi. 

Bab III: PENUTUP 

Dalam bab ini, menguraikan hasil penelitian yang terangkum dalam 

kesimpulan. Kesimpulan dibuat berdasarkan sudut pandang akademis 

artinya semua data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan 

dibandingkan dengan teori yang berlaku, khususnya yang berkaitan 

dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan 

satwa liar yang dilindungi. Disamping itu penyusun memberikan saran 

kepada para pihak yang berkepentingan.  

 

 


